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Pendekatan perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program PLP-BK untuk 
mengentaskan kemiskinan ternyata tidak berhasil menjamin keberhasilan program, sehingga 
digunakan pendekatan lain berupa pendekatan perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif 
tergolong sebagai jenis perencanaan baru yang belum melekat dalam praktek pembangunan di 
Indonesia, maka perlu diadakan suatu kajian mengenai peluang dan tantangan implementasi 
perencanaan kolaboratif tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti memilih salah 
satu lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Kab. Kendal, yaitu Desa Kutoharjo sebagai lokasi 
penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi (menggali) pemaknaan dan 
pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa 
Kutoharjo. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan post-positivistik, dengan dasar filosofis 
fenomenologis, metode penelitian kualitatif, dan dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif. 
Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan identifikasi terhadap aspek: karakteristik warga Desa 
Kutoharjo, pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, serta peluang dan tantangan 
penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo. 
Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara secara semi-
terstruktur dan mendalam (depth interview) terhadap 19 orang pelaku yang berkaitan langsung 
atau memiliki pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, 
Kab. Kendal. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan untuk menunjang penelitian, yaitu 
melalui survei instansi dan penelitian naskah/dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa penerapan perencanaan kolaboratif dalam 
pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal belum terlaksana secara optimal. 
Hal tersebut dibuktikan dengan kurang berhasilnya pencapaian unsur perencanaan kolaboratif itu 
sendiri yang meliputi: transparansi, transfer pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, inklusivitas 
perencanaan, perpaduan antarstakeholder (informasi, pengetahuan, dan kemampuan), partisipasi 
warga dalam perumusan visi (tujuan), pembelajaran bersama, perwujudan rasa memiliki, 
komunikasi, pendekatan interdisipliner dalam perencanaan, komitmen stakeholder, kepercayaan 
antarstakeholder, serta review perencanaan oleh pemerintah. Rekomendasi yang dapat diberikan 
oleh peneliti yaitu: pengurangan peran Bappeda sebagai koordinator agar terjalin hubungan yang 
bersifat kemitraan, pengadaan pertemuan informal untuk menjamin terjadinya pembelajaran 
bersama dan inklusivitas perencanaan, penghapusan/revisi prosedur SPPN agar tercipta 
perencanaan yang lebih bersifat fleksibel (tidak kaku), penjaringan aspirasi terhadap seluruh 
anggota masyarakat desa lokasi pelaksanaan program PLP-BK, serta pengeliminiasian prosedur 
pelaksanaan program PLP-BK yang sulit dipenuhi oleh warga (format LPJ yang rumit, prosentase 
dana swadaya yang besar, dan penentuan pengadaan kawasan prioritas). 
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DAFTAR RINGKASAN ISTILAH 
 
 Accountable autonomy: merupakan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu 
adanya kemampuan (kapasitas) masyarakat dalam bidang perencanaan. 
 Askot: asisten koordinator kota 
 CBO (Community Based Organization): kelompok masyarakat. 
 Community base development: pembangunan berbasis komunitas. 
 Covering program: mengaitkan suatu usulan program pembangunan dengan visi-misi daerah, 
sehingga usulan tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan dana APBD.  
 CSO (Civil Society Organization): organisasi masyarakat. 
 Fasilitator: tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi 
kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi 
kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan 
instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipasi dalam kegiatan.  
 Faskel: fasilitator kelurahan. 
 Hasil (outcome): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program. 
 Holistic: menyeluruh; terkolaborasi, terkoordinasi, dan terkomunikasikan dengan baik.   
 Inklusi: suatu sifat keterbukaan, kedekatan, dan partisipatif. 
 KDH: kepala daerah terpilih. 
 Kebijakan pembangunan: arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai 
tujuan. 
 Keluaran (output): barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.  
 Misi: rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
 Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan): forum antar pelaku dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. 
 Mutual learning: pembelajaran bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terlibat 
(pemerintah, masyarakat, fasilitator, TAPP, dan SKPD) melalui pertemuan yang diadakan 
secara informal sehingga tercipta inklusivitas perencanaan.  
 NGO (Non Governmental Organization): Lembaga Swadaya Masyarakat. 
 Pemaknaan: interpretasi/pemahaman seseorang/pihak tertentu terhadap suatu isu. 
 Pembangunan: upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 
xv 
 
 Pemda: pemerintah daerah. 
 PLP-BK: upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan, serta 
penghidupan masyarakat melalui pendekatan TRIDAYA (keterpaduan pembangunan sosial, 
ekonomi, dan lingkungan) untuk membentuk masyarakat mandiri dan madani. 
 Power over (power for people): pemerintah sebagai subjek pembangunan (merencanakan dan 
mengatur segala kegiatan pembangunan), sedangkan masyarakat sebagai objek pembangunan 
(penerima program pembangunan). Kekuasaan berada sepenuhnya di tangan pemerintah. 
 Power with (people): masyarakat bersama dengan pemerintah dan stakeholder lain yang 
terlibat sebagai subje pembangunan. Kekuasaan dipegang bersama oleh seluruh pihak yang 
terlibat dalam perencanaan dan program pembangunan. 
 Program pembangunan: instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah. 
 Renja SKPD: dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun, memuat kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun 
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
 Renstra SKPD: dokumen perencanaan SKPD (periode 5 tahun); memuat visi, misi, tujuan, 
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan 
fungsi SKPD; berpedoman kepada RPJMD; dan bersifat indikatif.  
 RKPD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari 
RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
 RPJMD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 5 tahun yang memuat penjabaran visi, 
misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan 
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program 
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan oleh Tim Inti dan Pokja (Kelompok 
Kerja), yang terdiri dari: perwakilan unsur Bappeda, unsur SKPD dan unsur NGS (Perguruan 
Tinggi, LSM, dan unsur perwakilan kelompok masyarakat). 
 RPJPD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah 
pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 
 Sasaran (target): hasil (keluaran) yang diharapkan dari suatu program (kegiatan). 
 Sense of belonging: rasa memiliki terhadap sesuatu, merupakan salah satu sasaran dalam 
program PLP-BK. 
 SKPD: perangkat daerah pada pemda selaku pengguna anggaran. 
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 Social learning: suatu proses pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kapasitas 
masyarakat dalam bidang perencanaan. 
 Strategi pembangunan: tahapan berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 
 Stakeholder (pemangku kepentingan): kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki 
kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan, yang 
langsung/tidak langsung mendapatkan manfaat/dampak dari pelaksanaan pembangunan.  
 Transfer knowledge: penyaluran pengetahuan.  









Sebagai pendahuluan akan dijelaskan mengenai: latar belakang, rumusan masalah dan fokus 
kajian penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, posisi 
peneliti, keaslian penelitian, kerangka pikir, metodologi penelitian, dan sistematika  penulisan. 
  
1.1 Latar Belakang 
Realitas kemiskinan adalah bukti nyata gagalnya sebuah pembangunan yang sulit dibantah 
(Adiyoso, 2009: 2). Meskipun dalam tiga dekade terakhir Indonesia telah berhasil mengurangi 
angka kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi. Karena itu kemiskinan 
masih menjadi isu utama dalam kebijakan sosial dan budaya (Bappenas, 2000). Dimana jumlah 
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) 
di  Indonesia  pada  bulan Maret  2011  mencapai  30,02  juta  orang  atau 12,49  % dari jumlah 
total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2011). Besarnya prosentase kemiskinan tersebut 
kemudian menjadi agenda pembangunan tersendiri bagi pemerintah untuk segera menangani 
kemiskinan yang dianggap sebagai faktor pendorong timbulnya berbagai permasalahan lain.  
Penyebab utama kegagalan pembangunan di Indonesia yaitu pasca disahkannya UU no. 5 
tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang diberlakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 25 
tahun dalam pembangunan di segala bidang dengan sistem sentralisasi (top down). Pembangunan 
pada masa itu dinilai tidak aplikatif karena perencanaan pembangunan tidak melibatkan 
masyarakat. Disamping itu, kurangnya sosialisasi mengenai penataan ruang mengakibatkan 
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tata ruang, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat 
dalam mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Hal tersebut juga 
menjadi faktor pendorong munculnya permukiman kumuh yang menghambat pembangunan daerah 
hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. 
Kemiskinan tidak selalu identik dengan aspek-aspek ekonomi. Karena itu definisi dan 
konsep kemiskinan selalu berubah. Pada tahun 2001, pemerintah mendefinisikan indikator 
kemiskinan sebagai kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyatakan 
aspirasi (Surat Edaran Presiden No. 124 Tahun 2001).  Menurut World Bank (2002), kemiskinan 
mempunyai banyak dimensi: termasuk dimensi pendapatan atau tingkat pendapatan dan konsumsi, 
dimensi yang tidak termasuk pendapatan atau tingkat pendapatan dan konsumsi, dimensi yang 




pelayanan dan infrastruktur, dan dimensi lain termasuk resiko, ketersisihan, dan akses ke modal 
sosial.  
Kemiskinan kemudian didefinisikan kembali oleh pemerintah melalui BPS (2006), yaitu 
penduduk miskin adalah individu atau keluarga dengan sumber pendapatan yang tidak cukup untuk 
menganggung kehidupan yang layak. Ciri-cirinya yaitu pendapatan rendah atau dibawah garis 
kemiskinan. Garis kemiskinan diukur oleh jumlah dari pengeluaran kebutuhan dasar makanan 
seperti: beras, gula, garam, minyak goreng, dan kebutuhan non makanan seperti: perumahan, 
pendidikan dasar, dan kesehatan.  
Untuk mengatasi berbagai dampak permasalahan pembangunan, pemerintah melakukan 
perubahan struktur pemerintahan dengan mengesahkan UU no. 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian keduanya direvisi menjadi UU no. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  
Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut secara otomatis mengubah sistem 
pemerintahan Indonesia dari sentralisasi (top-down) menjadi desentralisasi (bottom-up). Kedua UU 
tersebut mengusung isu otonomi daerah, sehingga mengubah peranan dan fungsi-fungsi pemerintah 
daerah, serta pengalokasian dana kepada daerah.  
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  merupakan  salah  satu  upaya  strategis  bagi daerah  
untuk  dapat  mengembangkan  kreativitas  daerah  sesuai  dengan kebutuhan  dan  karakteristik  
berdasarkan  aspirasi  masyarakat  yang  dinamis, sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat 
akan mudah dipenuhi. Pengesahan UU otonomi daerah yang baru juga bertujuan untuk mendorong 
pemerintah daerah agar lebih memahami dan berkonsentrasi dalam membangun wilayahnya tanpa 
harus bergantung secara penuh kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah akan 
meningkatkan keleluasaan daerah didalam menggunakan anggaran dan pada gilirannya 
membutuhkan modifikasi di dalam jenis perencanaan pembangunan daerah. Perubahan pendekatan 
perencanaan ini dianggap sebagai suatu keharusan dalam rangka menjamin pelaksanaan otonomi 
daerah dan keberhasilan pembangunan (pengentasan kemiskinan).  
Dalam merespon masalah kemiskinan sebagai dampak kegagalan pembangunan, pemerintah 
pada akhirnya menyadari bahwa: 
 
“Pemecahan  masalah  kemiskinan  perlu  didasarkan  pada  penampungan aspirasi 
masyarakat  miskin  dan  adanya  penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak  
dasar  rakyat  secara bertahap, yaitu  hak  sosial,  budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan 
yang dihadapi antara lain: kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat 
miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran,  lemahnya  sinergi  
dan  koordinasi kebijakan pada semua pemangku  kepentingan  dalam  berbagai  upaya  
penanggulangan  kemiskinan, rendahnya  partisipasi dan  terbatasnya  akses  masyarakat 
miskin dalam  pengambilan  keputusan, serta keterbatasan pemahaman  dalam  
mengembangkan potensi daerah berpenduduk  miskin. Padahal  investasi daerah  miskin  di  
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pedesaan  dan daerah  kumuh  perkotaan  dalam  bukti  empiris  dapat  menghasilkan  atau 
mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi” (Penjelasan Perda Kab. Kendal no. 
2 tahun 2008: 38). 
 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan secara 
berkelanjutan dalam membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah, salah satunya 
yaitu dengan pencetusan program PLP-BK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis 
Komunitas) pada tahun 2008 oleh Direktorat Jenderal PU Cipta Karya. Program PLP-BK 
merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang biasanya 
disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri). Dalam 
pelaksanaannya, program PLP-BK menggunakan konsep TRIDAYA (keterpaduan pembangunan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan) (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008).  
Di provinsi Jawa Tengah PLP-BK baru dilaksanakan pada beberapa daerah, salah satunya 
yaitu Kabupaten Kendal. Penelitian yang akan dilakukan mengambil lokasi pelaksanaan program 
PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Desa Kutoharjo 
merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam, religi, dan kuliner. Namun dengan 
adanya lingkungan permukiman kumuh sebagai dampak kemiskinan warga di sekitar kawasan, 
menyebabkan pembangunan dan pengoptimalan kawasan wisata desa menjadi terhambat. 
 
1.2 Rumusan Masalah dan Fokus Kajian Penelitian 
Sejauh ini PLP-BK dianggap sebagai program yang komprehensif dan terintegrasi dalam 
upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sebab melalui program tersebut masyarakat dapat 
menentukan dan menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan secara mandiri. Program PLP-BK 
tidak hanya ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Namun ternyata dalam prakteknya, partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan program PLP-BK kerapkali dipertanyakan dan dianggap belum 
mencapai tingkat efektivitas program. Hal ini menimbulkan kritik terhadap pendekatan 
perencanaan partisipatif yang diterapkan dalam pelaksanaan program PLP-BK selama ini. 
Selain itu efektivitas program PLP-BK ternyata dinilai belum optimal dalam implementasi 
karena kurangnya koordinasi pusat-daerah dalam perencanaan tata ruang, rencana tata ruang dalam 
pembangunan daerah belum dapat saling bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, 
Sehingga terjadi fenomena gap (kesenjangan) antara perencanaan skala kabupaten/kota (citywide) 
dengan perencanaan pada skala lingkungan (desa/kelurahan). Perumusan tujuan perencanaan  
selama ini dilakukan oleh perencana, bukan oleh masyarakat sebagai user (pengguna) rencana, 
sehingga terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan menghasilkan ketimpangan antara 
perencanaan dengan implementasi. 
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Keberagaman karakteristik lokal lokasi pelaksanaan program PLP-BK memaksa pemerintah 
untuk menerima suatu jenis perencanaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan secara lokal. 
Healey (2006: 241) mengatakan bahwa kunci keberhasilan reformasi perencanaan pembangunan 
suatu daerah terdiri dari: empowerment (pemberdayaan masyarakat), consensus-building 
(penjalinan kemitraan), stakeholders (pemangku kepentingan), consumer responsiveness (responsif 
terhadap masyarakat), dan collaboration (kolaborasi). Hal tersebutlah yang kemudian menjadi 
pertimbangan untuk diterapkannya model pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan 
program PLP-BK.  
Namun karena jenis perencanaan kolaboratif itu sendiri tergolong sebagai jenis perencanaan 
baru dan belum terlalu melekat dalam praktek implementasi pembangunan di Indonesia, maka 
dianggap penting untuk diadakan suatu kajian mengenai peluang dan tantangan penerapan model 
pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK. Kajian tersebut 
bermaksud untuk melihat apakah jenis pendekatan perencanaan kolaboratif mampu menjamin 
keberhasilan program PLP-BK dan apakah sudah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah di 
Indonesia. Untuk melakukan kajian terhadap pendekatan perencanaan kolaboratif dalam 
pelaksanaan program PLP-BK, maka dilakukan penelitian dengan mengambil lokasi pelaksanaan 
program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal sebagai wilayah studi penelitian. 
Pertanyaan penelitian (research question) yang menjadi dasar studi dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dalam pelaksanaan Program PLP-BK 
di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal?”. Kemudian muncul beberapa pertanyaan pendukung yang 
menjadi fokus penelitian, yaitu: 
a) Bagaimana karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo? 
b) Bagaimana proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal? 
c) Bagaimana karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala kabupaten (Kab. 
Kendal) yang berhubungan dengan pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo? 
d) Apakah peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK 
di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal? 
 
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengeksplorasi (menggali) sejauh mana 
perencanaan kolaboratif dimaknai dan diimplementasikan dalam pelaksanaan program PLP-BK di 
Desa Kutoharjo, Kab. Kendal.  
1.3.2 Sasaran Penelitian 
Adapun sasaran yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi: 
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a) Menganalisis karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo; 
b) Menganalisis proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal; 
c) Menganalisis karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal 
yang berhubungan dengan pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo; dan 
d) Menganalisis peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-
BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal.  
 
1.4 Ruang Lingkup Penelitian  
1.4.1 Ruang Lingkup Spasial 
Pada akhir tahun 2008 Kabupaten Kendal dipercaya menjadi salah satu lokasi pilot project 
program PLP-BK dari 18 lokasi pilot di Indonesia, tepatnya di Kel. Kebondalem (Kec. Kota), atas 
dasar kinerja BKM PNPM Mandiri Perkotaan yang dinilai baik. Pada tahun 2009 Kab. Kendal 
mendapat tiga lokasi baru, yaitu: Desa Kutoharjo (Kec. Kaliwungu), Desa Plantaran (Kec. 
Kaliwungu Selatan), dan Desa Sidorejo (Kec. Brangsong). Justifikasi pemilihan Kab. Kendal 
sebagai wilayah studi makro penelitian didasarkan pada pertimbangan di antaranya: 
 Kab. Kendal merupakan salah satu kabupaten lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Jawa 
Tengah sekaligus lokasi pilot project terdekat dengan Kota Semarang.  
 Karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas waktu, biaya, serta tenaga peneliti, maka 
penelitian dikerucutkan dengan memilih wilayah studi yang lebih dekat, dengan pertimbangan 
agar data dan informasi dapat tergali maksimal.  
  
Kemudian lokasi penelitian difokuskan pada Desa Kutoharjo sebagai wilayah studi mikro 
dengan justifikasi lokasi sebagai berikut: 
 Pemilihan wilayah studi mikro berupa unit desa memudahkan peneliti karena cukup sederhana 
untuk diamati, berkaitan dengan alasan: keterbatasan peneliti dalam mengamati situasi sosial 
yang sangat kompleks dan bermobilitas tinggi, situasi sosial yang relatif mudah untuk dimasuki 
(accessibility) dan memudahkan peneliti untuk ikut berpartisipasi, serta situasi sosial desa 
tergolong tidak menimbulkan gangguan situasi apabila diobservasi, hal ini perlu diamati agar 
proses pengamatan berjalan lancar serta alamiah; dan 
 Dewasa ini, konsep pengembangan pariwisata dipercaya sebagai salah satu metode 
pengembangan wilayah dan pemberdayaan komunitas. Konsep pengembangan pariwisata 
seutuhnya berpotensi menyediakan pendekatan yang berkelanjutan bagi pembangunan wilayah 
(Okech, 2009: 001). Dimana unsur pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kondisi 
fisik, sosial, dan ekonomi tersebut sangat mendukung pelaksanaan program PLP-BK dan 
menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan kolaboratif. Diantara ketiga desa 
penerima program PLP-BK pada tahun 2009 (Plantaran, Sidorejo, dan Kutoharjo), Desa 
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Kutoharjo merupakan satu-satunya desa yang memiliki potensi pengembangan sektor 

























































































































































































































































































































































































    Sumber: Penyusun, 2012 
 
GAMBAR 1.2 












1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 
Batasan mengenai substansi dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan yang terkait 
dengan beberapa hal, diantaranya yaitu: 
1. Konsep Dasar Perencanaan 
Teori perencanaan dianggap penting sebagai dasar dalam filosofis dalam melakukan tindakan 
perencanaan, sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena permasalahan pembangunan, serta 
sebagai landasan mempertimbangkan pendekatan perencanaan yang sesuai dengan suatu 
wilayah tertentu. Materi yang dibahas dalam teori perencanaan meliputi: definisi perencanaan 
dan siklus perencanaan, perencanaan dalam konteks pembangunan, perencanaan lingkungan, 
dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).   
2. Perencanaan Kolaboratif  
Perencanaan kolaboratif merupakan alternatif pendekatan perencanaan yang akan diteliti dan 
dimaknai dalam pelaksanaan program PLP-BK. Materi yang dibahas meliputi: latar belakang 
munculnya konsep perencanaan kolaboratif, definisi dan hakekat perencanaan kolaboratif, serta 
karakteristik perencanaan kolaboratif. 
3. Program PLP-BK 
Dalam substansi ini materi yang dibahas meliputi: pengertian, tahapan, transformasi, dan 
kolaborasi dalam Program PLP-BK sebagai program yang dicanangkan pemerintah dalam 
upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 
1. Manfaat Teoritis, yaitu kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang wawasan keilmuan mengenai peluang dan 
tantangan pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK yang 
sesuai dengan karakteristik Indonesia (dengan melihat hasil penelitian di Desa Kutoharjo, 
Kab. Kendal). 
2. Manfaat Praktis, yaitu kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak. 
a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan penerapan 
perencanaan kolaboratif (dengan melihat tantangan dan peluang) dalam perencanaan 
pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Hasil penelitian juga diharapkan 
dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih optimis dan arif dalam 
pengembangan wilayahnya. 
b. Bagi perencana daerah, dapat menambah wawasan mengenai pendekatan perencanaan 
kolaboratif yang dapat diaplikasikan untuk menangani permasalahan pembangunan 
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sesuai dengan karakteristik suatu wilayah tertentu. Selain itu memberi pelajaran kepada 
para perencana daerah akan pentingnya kolaborasi dalam suatu perencanaan demi 
menjamin keberhasilan implementasi rencana. 
c. Stakeholder dan masyarakat, dapat memberi manfaat dalam: 
 menambah wawasan dan kapasitas mengenai perencanaan tata ruang dengan cara 
transfer pengetahuan melalui diskusi grup, melalui proses pembelajaran bersama 
(mutual-learning), dan pembelajaran sosial (social-learning);  
 menumbuhkembangkan kesadaran, kesediaan, serta inisiatif dalam ikut aktif 
berperan serta dalam pengembangan lingkungan; 
 meminimalisasi dampak kemiskinan berupa kecenderungan berkembangnya 
lingkungan permukiman kumuh maupun pola perilaku kehidupan yang dapat 
membuat lingkungan permukiman terasa kumuh dengan meningkatkan rasa peduli 
lingkungan dengan ikut berpartisipasi dalam perencanaan lingkungan, sehingga 
diharapkan dapat menghilangkan adanya lingkungan permukiman kumuh maupun 
pola perilaku kehidupan yang dapat membuat lingkungan permukiman terasa kumuh. 
 
1.6 Posisi Peneliti dalam Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota 
Perencanaan kolaboratif yang dicetuskan sekitar tahun 1990-an, masih terbilang sebagai 
suatu jenis perencanaan baru dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, sehingga masih banyak 
pelaku pembangunan yang belum mengerti bahkan belum memahami tipe perencanaan tersebut. 
Lain halnya dengan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-
BK), istilah tersebut sudah tidak asing lagi dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota. Penelitian 
yang dilakukan bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan penerapan teori perencanaan 
kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Secara 
tidak langsung penerapan teori perencanaan kolaboratif dalam lingkup bidang perencanaan wilayah 
dan kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh sebagai salah satu 
dampak kemiskinan. Untuk lebih jelasnya, kedudukan atau posisi penelitian dalam lingkup 
perencanaan wilayah dan kota dapat dilihat pada GAMBAR 1.3 berikut. 
 
1.7 Keaslian Penelitian 
Keaslian penelitian adalah penjelasan perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini 
oleh peneliti, dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Penelitian 
mengenai perencanaan kolaboratif sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Carmen Sirriani, 
seorang profesor sosiologi dan kebijakan publik Universitas Brandeis. Sirriani mengambil studi 
kasus negara bagian Seattle (USA), yang telah sukses menerapkan pendekatan kolaboratif dalam 
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perencanaan pembangunan negaranya. Seattle memiliki problematika kegagalan pembangunan 
yang mirip dengan Indonesia, yaitu kegagalan pembangunan akibat pendekatan perencanaan 
komprehensif. Sehingga kesuksesan Seattle tersebut mendorong perencana Indonesia untuk 
mengadopsi pendekatan yang sama. Namun  karena karakteristik Seattle sebagai negara maju yang 
sangat berbeda dengan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyebabkan 
kesuksesan pendekatan perencanaan kolaboratif di Seattle tersebut tidak dapat diadopsi seutuhnya, 
dan harus menyesuaikan dengan karakteristik/kondisi lokal di Indonesia. Hal tersebut mendorong 
peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tantangan dan peluang penerapan perencanaan 
kolaboratif di Indonesia, untuk menemukan rumusan pendekatan perencanaan yang mampu 
menjamin keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia. Yaitu dengan mengambil studi 




















       Sumber : Analisis Penyusun, 2012 
 
GAMBAR 1.3 
POSISI PENELITI DALAM LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 
 
Sedangkan penelitian mengenai Program PLP-BK sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh 
Yohanes Herry Santosa, mahasiswa Program S-1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 
Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut lebih menekankan pada: “Bagaimana proses 
Perencanaan Wilayah dan Kota 
Perencanaan Kolaboratif dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh 
Praktek Penyelenggaraan 









Dasar Teori Perencanaan 

























perencanaan partisipatif dilakukan dalam program PLP-BK”. Namun ternyata masih terdapat 
banyak kritik terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan Program PLP-BK 
tersebut. Sehingga hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap 
pelaksanaan Program PLP-BK dilihat dari sisi penerapan perencanaan kolaboratif pada penelitian 
yang akan dilakukan. Sehingga melalui hasil penelitian tersebut dapat dilihat tantangan dan 
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dan akuntabel  
Mengevaluasi proses 
perencanaan partisipasi pada 
tahapan proses perencanaan 
dalam pelaksanaan kegiatan 
program PLP-BK 
Menggali pemaknaan dan 
implementasi perencanaan 
kolaboratif dalam 
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 Karakteristik masyarakat yang 
terlibat dalam PLP-BK 
 Proses perencanaan 
partisipasi berdasarkan 
pedoman normatif dalam PLP-
BK 
 Proses perencanaan 
partisipasi berdasarkan yang 
terjadi di lapangan yang dilihat 
dari aspek-aspek partisipasi 
masyarakat serta 
permasalahan dan manfaat 
dalam pelaksanaannya 
 Proses perencanaan 
partisipasi berdasarkan logic 
model 
 Karakteristik masyarakat 
Desa Kutoharjo 
 Karakteristik proses 
pelaksanaan program 










terlibat program PLP-BK 
 Peluang dan tantangan 
perencanaan kolaboratif 
dalam pelaksanaan 




 Terindikasinya lima 
komponen esensial 
 Terindikasinya proses 
perencanaan partisipasi dalam 












 Terindikasinya tiga 





pelaksanaan program PLP-BK 
pada tahapan proses 
perencanaan 
 Aspek partisipasi masyarakat 
dalam proses perencanaan 
partisipasi dalam pelaksanaan 
program PLP-BK 
 Manfaat dan permasalahan 
yang dialami dalam proses 
perencanaan partisipasi dalam 
pelaksanaan PLP-BK 
 Rekomendasi  
kelemahan pelaksanaan 
program PLP-BK dan 
kebijakan pembangunan 
Desa Kutoharjo   





 Gambaran peluang dan 
tantangan penerapan 
perencanaan kolaboratif  
dalam PLP-BK di Desa 
Kutoharjo, Kab. Kendal 
Sumber : Analisis Penyusun, 2012 
 
1.8 Kerangka Pikir 
Kerangka pikir dimulai dari latar belakang penelitian berupa kegagalan pembangunan akibat 
kelemahan pendekatan sistem pembangunan top-down. Kegagalan pembangunan tersebut 
terindikasi melalui angka kemiskinan Indonesia yang sedang ditangani oleh pemerintah. Salah satu 
upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan kegagalan pembangunan yaitu dengan 
pelaksanaan program PLP-BK sebagai program pengentasan kemiskinan, dan penerapan 
perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK.  
Perencanaan kolaboratif yang tergolong sebagai jenis perencanaan baru belum diketahui 
apakah mampu menjamin keberhasilan program PLP-BK dan apakah sudah sesuai dengan 
karakteristik lokal wilayah di Indonesia atau tidak. Selain itu perencanaan kolaboratif belum terlalu 
melekat dalam praktek implementasi pembangunan di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan 
program PLP-BK. Sehingga muncul pertanyaan: “Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai 
dan diimplementasikan dalam pelaksanaan Program PLP-BK?”. Berangkat dari pertanyaan 
tersebut, peneliti memilih salah satu lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Kab. Kendal, yaitu 
Desa Kutoharjo, sebagai lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 
pemaknaan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo.  
Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan identifikasi terhadap: karakteristik masyarakat  
Desa Kutoharjo, karakteristik perencanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala 
lingkungan Desa Kutoharjo), karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kab. 
Kendal, serta peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan 
program PLP-BK Desa Kutoharjo. Penelitian akan menghasilkan evaluasi keseluruhan hasil 
analisis yang telah disebutkan sebelumnya yang akan digunakan dalam penyusunan rekomendasi 








































Sistem pembangunan top-down 
 
Pemerintah sebagai subjek pembangunan 
Perencanaan penataan ruang tidak efektif 
Reformasi pembangunan 
Otonomi daerah (bottom up) 
 
Gap perencanaan  
Kemiskinan 
Perencanaan Kolaboratif 
Masyarakat sebagai objek pembangunan 










Munculnya lingkungan permukiman kumuh 











Partisipasi masyarakat dalam Program PLP-BK dipertanyakan 
Konteks Penelitian 
(Latar belakang) 
Kritik terhadap perencanaan partisipatif 
Tujuan 
Bagaimana perencanaan kolaboratif  dimaknai dan diimplementasikan  
dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal ? 
Research 
Question 
Menggali pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam 




skala Kab. Kendal 
Analisis karakteristik proses 
pelaksanaan program PLP-BK dan 
kebijakan pembangunan skala 
lingkungan (Desa Kutoharjo) 
Analisis peluang dan tantangan 
perencanaan kolaboratif dalam 
pelaksanaan program PLP-BK di 
Desa Kutoharjo, Kab. Kendal 
Belum diketahui apakah perencanaan kolaboratif mampu menjamin keberhasilan PLP-BK dan  












Evaluasi pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam 





1.9 Metodologi Penelitian 
Menurut Sugiyono, (1997: 2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan memperhatikan empat akta kunci, yakni cara 
ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Lokasi penelitian adalah di Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, 
Kab. Kendal. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, yaitu dimulai bulan April hingga bulan Mei 
2012. 
1.9.1 Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan menggunakan dasar filosofis fenomenologis, yaitu kebenaran 
diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti 
(Afifuddin dan Beni, 2009: 59). Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan “how” yaitu 
bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa 
Kutoharjo, Kab. Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika baru, sehingga 
disebut sebagai penelitian eksploratif (Yin, 1996; Bungin, 2010b). Penggunaan dasar filosofis 
fenomenologis diharapkan dapat membantu peneliti dalam hal: pengamatan, imajinasi, berpikir 
secara abstrak, serta dapat merasakan atau menghayati fenomena di lapangan.  
Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian, maka pendekatan yang dipilih adalah 
pendekatan post-positivistik. Pendekatan  post-positivistik yaitu memandang realitas sosial sebagai 
sesuatu holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Afifuddin dan Beni, 2009: 57). 
Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 
menangkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan harapan 
temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek 
yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi (Afifuddin dan Beni, 2009: 58). 
 
1.9.2 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu primer dan 
sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi-terstruktur dan 
mendalam (depth interview) kepada 19 orang pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki 
pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. 
Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei instansi dan penelitian 
naskah/dokumentasi. Survei instansi dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen 
perencanaan melalui instansi yang terkait dalam kegiatan PLP-BK Desa Kutoharjo dan kegiatan 
perencanaan Kab. Kendal, meliputi dokumen: peraturan desa, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja 
15 
15 
SKPD, dan Renstra SKPD dengan masing-masing dokumen tahun terbaru. Sedangkan penelitian 
naskah/dokumentasi diperoleh melalui dokumentasi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
Program PLP-BK Desa Kutoharjo, berupa catatan kegiatan, jadwal kegiatan, dan hasil diskusi. 
Selanjutnya kebutuhan data dapat dilihat pada TABEL I.2 
 
TABEL I.2 























 Wawancara  Deskripsi  Tim Teknis ND 
 BKM Mulia 
 Fasilitator Kelurahan  
 Ketua Dusun 
 Ketua RT 
 Masyarakat Basis 









 Peta swadaya 
 RPLP 
 RTPLP 
 Aturan Bersama 
Data 
sekunder 




 Fasilitator Kelurahan  
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program PLP-BK Desa 
Kutoharjo: 







 Manfaat program 
 Efisiensi program 
 Efektivitas program 
Data 
primer 
 Wawancara  Tabel 
 Deskripsi 
 Dokumen 
 TAPP  
 Tim Teknis ND 
 BKM Mulia 
 Fasilitator Kelurahan  
 Ketua Dusun 
 Ketua RT 
 Masyarakat Basis 





















 Sinergisitas program 
skala kab dengan 
skala lingkungan 
(desa) 












 Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kab. Kendal 
 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kab. Kendal 
 Askot PNPM 
 BKM Mulia  
 POKJA Kec. 
 Tim Teknis ND 
 Fasilitator Kelurahan  





























































 Sense of belonging  
 Komunikasi 

















 Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kab. Kendal 
 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kab. Kendal 
 Askot PNPM 
 BKM Mulia 
 POKJA Kec. 
 TAPP  
 Tim Teknis ND 
 Fasilitator Kelurahan  
 Ketua Dusun 
 Ketua RT 














1.9.3 Teknik Sampling 
Dalam penelitian ini sampling ditentukan dengan metode non-probabilitas sampling, yaitu 
tidak bermaksud menarik generalisasi dari hasil, tetapi menelusuri secara mendalam (Arikunto 
dalam Afifuddin dan Beni, 2009: 66). Sedangkan teknik sampling yang digunakan, yaitu purposive 
sampling dan snow-ball sampling. Melalui purposive sampling, peneliti memilih beberapa key 
informan berupa pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki pengalaman terhadap fenomena 
pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Kemudian melalui teknik snowball 
sampling key informan menunjuk beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber lain 
yang dipandang mampu memebrikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Daftar 





TABEL I.3 NARASUMBER PENELITIAN 
Key Informan (Purposive Sampling) Narasumber Tambahan (Snowball Sampling) 
  
Bappeda Kab Kendal  Bappeda Bidang Fisik Prasarana 
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  
Kab. Kendal  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kab. Kendal  
Askot PNPM Kab. Kendal  Bappeda Bidang Ekonomi  
TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan 
Partisipatif) Desa Kutoharjo  
Fasilitator Kelurahan (Faskel)  
Desa Kutoharjo 
 Faskel Bidang 
Pemberdayaan  
Tim teknis ND 
BKM Mulia Desa Kutoharjo  Perangkat Desa  POKJA Kec. Kaliwungu 
Masyarakat Basis  Ketua RT  Ketua Dusun 
Sumber: Analisis Penyusun, 2012 
 
1.9.4 Kompilasi dan Analisis Data 
Tahapan analisis data kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam: pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Satu jalur dengan jalur yang lain 










1. Masa Pengumpulan Data 
Dalam masa pengumpulan data, peneliti berusaha membangun trustee (kepercayaan) dan 
rapport (hubungan) dengan narasumber agar diperoleh informasi yang mendalam dan 
komprehensif. Sedangkan dalam penyajian hasil wawancara penelitian, peneliti tidak menyebutkan 
identitas narasumber demi menjaga kerahasiaan informasi. Untuk membedakan antara narasumber 
satu dengan yang lain, serta untuk mempermudah pengelompokan data yang berasal dari hasil 
wawancara, maka pada tahap ini dibantu dengan metode pengkodean. Pengkodean data dilakukan 
untuk mempermudah dalam tahap analisis selanjutnya, dimana dari hasil pengelompokan akan 
diperoleh suatu kesimpulan. Format pengkodean data penelitian sebagai berikut: 
 
 




















Untuk sumber pengumpulan data, kode yang digunakan adalah W (Wawancara). Sedangkan 
jenis informasi diberi kode yang diperjelas dengan keterangan sebagai berikut: 
KMD : Karakteristik Masyarakat Desa Kutoharjo 
PPP : Proses Pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo 
PKP : Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo  
PTP : Perencanaan Terkait Program PLP-BK Desa Kutoharjo  
KPS : Kolaborasi Perencanaan Kab. Kendal dengan Desa Kutoharjo  
PPK : Peluang Penerapan Perencanaan Kolaboratif 








Askot PNPM Kab. Kendal AP 
Bappeda Kab Kendal bidang Ekonomi BE 
Bappeda Kab Kendal bidang Fispra BF 
BKM Mulia Desa Kutoharjo BKM 
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal DPU 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kendal DKP 
Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo  
bidang Urban Planner (UP) 
FKU 
Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo  
bidang Pemberdayaan 
FKP 
Ketua Dusun KD 
Ketua RT KR 
Masyarakat Basis MB 
Perangkat Desa PD 
POKJA Kecamatan PK 
TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif) Desa Kutoharjo TA 
Tim Teknis ND TT 
 Sumber: Analisis Penyusun, 2012 
 
 
Keterangan   
a : jenis informasi yang diberikan; n: sumber pengumpulan data 
b : narasumber 
c : nomor urut responden 
d : paragraf ke- 
 
a.n …/b…/ c.../ d… 
19 
19 
Contoh pemberian kode dapat dilihat dalam TABEL I.5. Dimana pengkodean data tersebut 
berarti bahwa data yang dikumpulkan yaitu mengenai kolaborasi perencanaan antara Kab. Kendal 
dengan Desa Kutoharjo, yang diperoleh melalui hasil wawancara narasumber Askot PNPM Kab. 







1 KPS.W/AP/1/3 …………………………………… 
… ………………………… …………………………………… 
Sumber: Analisis Penyusun, 2012 
 
2. Reduksi Data 
Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang lebih penting (pokok), 
memfokuskan hal-hal yang lebih penting, serta mencari tema dan pola yang sesuai dengan pokok 
bahasan penelitian. Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai suatu proses bentuk analisis yang 
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 
data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Reduksi data 
berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi 
akan kegiatan reduksi data dilakukan sebelum data terkumpul, antisipasi ini sudah nampak saat 
peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan 
pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah 
reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema atau pokok bahasan).   
 
3. Penyajian Data 
Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif deskriptif, dengan cara berpikir deduktif dan induktif, dimana peneliti bertujuan untuk 
menggambarkan, meringkaskan kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial pelaksanaan 
Program PLP-BK yang ada di masyarakat Desa Kutoharjo, dan berupaya menarik realitas itu ke 
permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi, 
ataupun fenomena Program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Kerangka analisis dalam penelitian 
berfungsi untuk membantu mempermudah peneliti dalam melakukan analisis berdasarkan fokus 






4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data 
Kegiatan akhir dalam tahap kompilasi dan analisis data kualitatif adalah kegiatan penarikan 
kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan 
berikutnya. Menguji keabsahan hasil penelitian dengan melakukan triangulasi. Uji keabsahan 
melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi 
tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik (Bungin, 2010a: 60). Dalam penelitian yang 
dilakukan, triangulasi penelitian untuk menguji keabsahan data berupa triangulasi metode 
pengumpulan data dan triangulasi sumber data.  
Triangulasi metode pengumpulan data adalah menggunakan berbagai macam metode untuk 
mengumpulkan satu macam data, yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data primer 
(wawancara) dan metode pengumpulan data sekunder (survey instansi dan penelitian 
naskah/dokumentasi). Sedangkan triangulasi sumber data adalah menggunakan berbagai macam 



























































Karakteristik warga  Desa Kutoharjo:  











Perencanaan dan kebijakan 
pembangunan Kab. Kendal terkait 
pelaksanaan PLP-BK Desa 
Kutoharjo:  
 Sinergisitas program skala kab 
dengan skala lingkungan (desa) 
 Alokasi sumberdaya 
 Sarana pemberdayaan komunitas 













skala Kabupaten Kendal 
(Kualitatif deskriptif) 
 
Pedoman teknis pelaksanaan PLP-
BK: 
 Peta swadaya 
 RPLP 
 RTPLP 
 Aturan Bersama 
 
 Proses pelaksanaan program PLP-
BK Desa Kutoharjo: 
 Perencanaan  
 Implementasi (pembangunan) 
 Partisipasi masyarakat 
 Hambatan pelaksanaan 
 Manfaat program 
 Efisiensi program 









Kutoharjo   
Analisis karakteristik 
perencanaan program 
PLP-BK dan kebijakan 
pembangunan skala 





 transfer knowledge 
 kepercayaan 
 komitmen berkelanjutan 
stakeholder terlibat 
 pembelajaran bersama  
 pemberdayaan masyarakat 
 inklusivitas perencanaan 
 sense of belonging sebagai 
dampak 
 komunikasi 
 pendekatan interdisipliner 
 kombinasi informasi, 
pengetahuan, dan kemampuan 
berbagai stakeholder terlibat 












Analisis peluang dan 
tantangan penerapan 
perencanaan kolaboratif 






1.10 Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam penelitian ini terangkum dalam sistem penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan fokus kajian 
penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, posisi peneliti 
dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, keaslian penelitian, kerangka pikir, dan 
sistematika  penulisan dalam penggarapan penelitian yang dilakukan. 
BAB II PERSPEKTIF TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA PERENCANAAN  
 KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLP-BK 
Bab ini menjelaskan mengenai perspektif teori dan kajian pustaka pendukung penelitian. 
Perspektif teori meliputi kajian mengenai: konsep dasar perencanaan, konsep dasar 
perencanaan kolaboratif, dan Program PLP-BK. Kajian literatur tersebut membingkai 
penelitian, sekaligus dapat memperkuat pemahaman mengenai jalannya penelitian yang 
dilakukan. Dari kajian teoritis ini kemudian diperoleh sintesis literatur yang akan menjadi 
intisari materi yang akan diteliti selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kajian 
pustaka dilakukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang 
hampir mirip atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.  
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai profil Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian makro 
dan profil Desa Kutoharjo sebagai lokasi penelitian mikro. Masing-masing profil terdiri 
dari: gambaran umum kondisi pembangunan, dan kebijakan pembangunan yang terkait 
Program PLP-BK Desa Kutoharjo.  
BAB IV PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
 PLP-BK DESA KUTOHARJO, KAB.KENDAL 
Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap aspek: karakteristik masyarakat  
Desa Kutoharjo, proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, peluang dan 
tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK Desa 
Kutoharjo, serta pembahasan temuan penelitian. 
BAB V PENUTUP  
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian,  
rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak (stakeholder) terkait, rekomendasi 
penelitian, serta kelemahan penelitian. 
 
  
